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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,

. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang diagjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah
daerah dengan DPRD ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran
2011;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

" daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pgak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);



11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengel olaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan K euangan Daerah,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

M enetapkan

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1.

2.

Pendapatan Daerah Rp.534.028.458.285,33
Belanja Daerah Rp.574.028.458.285,33
Surplus/ (Defisit) Rp.(40.000.000.000,00)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan  Rp.45.100.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 5.100.000.000,00

Pembiayaan Netto  Rp. 40.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. -



Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Pendapatan Adli Daerah sgjumlah  Rp. 40.074.029.974,00

b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp.424.554.391.901,00
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah sgjumlah Rp. 69.400.036.410,33

(2) Pendapatan Adli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sgumlah Rp.14.365.136.256,00
b. Retribusi Daerah sgfumlah Rp.19.322.423.087,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yg Dipisahkan sejumlah Rp. 2.039.752.869,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Y ang Sah sggumlah Rp. 4.346.717.762,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a. DanaBagi Hasil sgjumlah Rp. 20.822.006.501,00
b. DanaAlokasi Umum sgumlah Rp.339.721.785.000,00
c. DanaAlokas Khusus sgjumlah Rp. 35.494.800.000,00
d. DanaPenyesuaian Rp. 28.515.800.400,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah sgumlah Rp. -
b. DanaDarurat sgjumlah Rp. -
c. DanaBagi Hasil Pgjak sejumlah Rp. 50.070.734.410,33
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sgjumlah Rp. 17.542.462.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya sgjumlah Rp. 1.786.840.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. BelanjaTidak Langsung Sejumlah Rp. 370.701.054.358,33
b. BelanjaLangsung Sejumiah Rp. 203.327.403.927,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. BeanjaPegawa sggumlah Rp. 324.651.752.438,73
b. BelanjaBungasgumlah Rp. -
c. BeanjaSubsidi sgumlah Rp. -
d. BelanjaHibah sgjumlah Rp. 13.538.346.000,00
e. BelanjaBantuan Sosia sejumlah Rp. 13.588.200.000,00
f. BelanjaBagi Hasil sgjumlah Rp. 3.943.843.066,03
0. BelanjaBantuan Keuangan sgumlah  Rp 14.478.912.853,57
h. BelanjaTidak Terduga sgumlah Rp. 500.000.000,00



(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenisbelanja:

a. BelanjaPegawai sejumlah Rp. 6.130.085.600,00

b. BelanjaBarang dan Jasa sejumlah Rp.126.825.738.331,00

c. BelanjaModal sgumlah Rp 70.371.579.996,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah Rp. 45.100.000.000,00
b. Pengeluaran Sgjumlah Rp. 5.100.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Pembiayaan :

a. Sisalebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SILPA) sjumlah Rp. 40.100.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

o

Hasil Penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. -

~oa

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -
Penerimaan piutang daerah sgjumlah Rp. -

g. Penerimaan Dana Talangan sgumlah Rp. 5.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sgumlah  Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah
Daerah sgiumlah .......cccccovvvveveiicienee, Rp.  100.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
e. Pengeluaran Dana Talangan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

Uraian lebih

Pasal 5

lanjut  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :
1. Lampiran|
2. Lampiranll

3. Lampiran 11

4. Lampiran IV

5. LampiranV

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

Rekapitulas Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
Rekapitulas Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengel olaan Keuangan Dagerah.



6. LampiranVl  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VIl  Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun
Anggaran 2011,

9. LampiranIX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah Tahun Anggaran 2011,

10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-lain Tahun Anggaran 2011;

11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2011,

12. Lampiran X1l  Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2011,

13. Lampiran X1l Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011,

14. Tabel Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah dalam
APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagal |andasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
padatanggal 31 Desember 2010

PENJABAT BUPATI JEMBRANA,
ttd
| GUSTI MADE SUNENDRA

Diundangkan di Negara
padatanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd
| GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 6
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 6



